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Nomor: 0543bJU/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang sat uke abjad 

yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan 

huruf-huruf lain serta perangkatnya.  

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambang dengan 

huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf 

Arab dan transliterasinya. 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 Ṡa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 



 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Waw W we و

 Ha H ha ھ

 Hamzah ' apostrof ء

 Ya Y ye ى



 

 

 

  2. Vokal 

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa 

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong: 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

’ Fathah A a 

 Kasrah I i 

⁹ Dammah U u 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf yaitu : 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

 Fathah Ai a dan i ‘-ئ 

 Fathah Au a dan u ‘_و 

Contoh: 

− kataba :  كتب 

− fa‟ala  :  فعم 

− kaifa  :  كئف 

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berua huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Huruf dan Tanda Nama Huruf dan Tanda Nama 

ι- 
Fathah dan alif atau 

ya 

Ᾱ a dan garis di atas 

 -ي 
Kasrah dan ya Ῑ i dan garis di atas 

 



 

 

 

 Dammah dan waw ῡ u dan garis di atas -و 

Contoh: 

− qāla  : قم 

− ramā   :  زو 

− qīla    :  قم 

d. Ta marbūtah 

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua : 

1) Ta marbūtah hidup 

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah 

transliterasinya (t). 

2) Ta marbūtah mati 

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

(h). 

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka 

ta marbūtah itu di trasnliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

− Rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl   : زوضت  انطفب 

− al-Madīnah al-munawwarah : ىزة  ُ   

− ṭalḥah     :  طهحت 

e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda 

tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

− rabbanā  : زب  ُ  ب 

− nazzala : : زل  ُ   ̃

− al-birr  : انب  س 

− al-hajj : 
انحج 

 



 

 

 

− nu‟ima          :  عى   ُ  ́  ́

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas 

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah. 

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 

bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh: 

− ar-rajulu  : م 
 ا ز
 ج 

− as-sayyidatu :  انضد  ة 

− asy-syamsu  :  “ش 

− al-qalamu  : انقه  ى  

g. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengan dan 

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh:  

− ta‟khuzūna : وª  تبحر 

− an-nau‟ :  ا  نىء 

− syai‟un :  شيء 

− inna  :  ُ  ª  ا 



 

 

 

− umirtu :  ايسث 

− akala  :  اكم 

h. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), 

maupun hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan 

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

i. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

− Wa mamuhammadunillarasul 

− Inna awwalabaitinwudi’alinnasilallazibibakkatamubarakan 

− Syahru Ramadan al-lazunzilafihi al-Qur'anu 

− SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu 

− Walaqadra'ahubilufuq al-mubin 

− Alhamdulillahirabbil-'alamin 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan. 

Contoh: 

− Wa mamuhammadunillarasul 

− Lillahi al-amrujami‟an 

− Lillahi-amrujami‟an 

− Wallahubikullisyai‟in „alim 



 

 

 

j. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan. 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan ilmu tajwid Karena itu peresmian pedoman transliterasi ins 

perlu disertai ilmu tajwid. 
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ABSTRAK 

 

Dila Septiani, 2201270023, Penerapan Akad Murabahah Produk 

Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah 

pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lipat 

Kajang Kabupaten Aceh Singkil. Fokus kajian meliputi praktik dan mekanisme 

akad murabahah berdasarkan rukun dan syaratnya, kesesuaian dengan Fatwa DSN-

MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, serta tingkat transparansi dalam penetapan harga 

perolehan dan margin keuntungan. Aspek transparansi dan kepatuhan terhadap 

prinsip syariah menjadi penting dalam menjaga kepercayaan nasabah. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dengan 11 informan yang terdiri dari 10 karyawan BSI KCP Lipat Kajang 

Kabupaten Aceh Singkil dan 1 nasabah BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh 

Singkil. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) praktik juga 

mekanisme akad murabahah telah memenuhi rukun dan syarat, di mana bank 

membeli emas terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada nasabah dengan 

margin yang disepakati; (2) penerapan akad telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

No. 77/2010, ditandai dengan kejelasan harga dan tidak adanya unsur riba; dan (3) 

transparansi telah dilakukan, tetapi pemahaman nasabah masih terbatas dan lebih 

berfokus pada jumlah angsuran. Diskusi menunjukkan bahwa meskipun penerapan 

akad murabahah telah sesuai dengan prinsip syariah, transparansi masih perlu 

ditingkatkan. Edukasi pada nasabah dinilai penting agar informasi tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga dipahami secara menyeluruh sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan kualitas penerapan akad murabahah. 

 

Kata kunci: Akad murabahah, produk pembiayaan cicil emas, transparansi, BSI 

KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil, fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010 
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ABSTRACT 

 

Dila Septiani, 2201270023, Implementation of Murabahah Contract for 

Gold Installment Financing Products at BSI KCP Lipat Kajang, Aceh Singkil 

Regency 

 

 This study aims to analyze the implementation of murabahah contracts in 

gold installment financing products at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lipat 

Kajang, Aceh Singkil Regency. The focus of the study includes the practice and 

mechanism of murabahah contracts based on the pillars and conditions, compliance 

with DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, and the level of transparency in 

determining the acquisition price and profit margin. The aspects of transparency 

and compliance with sharia principles are important in maintaining customer trust. 

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection 

techniques were carried out through interviews, observations, and documentation 

with 11 informants consisting of 10 employees of BSI KCP Lipat Kajang, Aceh 

Singkil Regency and 1 customer of BSI KCP Lipat Kajang, Aceh Singkil Regency. 

Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that: (1) 

the practice and mechanism of murabahah contracts have fulfilled the pillars and 

conditions, where the bank purchases gold first and then sells it to customers with 

an agreed margin; (2) the implementation of the contract is in accordance with 

DSN-MUI Fatwa No. 77/2010, marked by price clarity and the absence of usury 

elements; and (3) transparency has been carried out, but customer understanding 

is still limited and more focused on the number of installments. The discussion 

shows that although the implementation of the murabahah contract is in accordance 

with sharia principles, transparency still needs to be improved. Education for 

customers is considered important so that information is not only administrative, 

but also understood comprehensively so that it can increase trust and the quality of 

the implementation of the murabahah contract. 

Keywords: Murabahah contract, gold installment financing product, transparency, 

BSI KCP Lipat Kajang, Aceh Singkil Regency, DSN-MUI fatwa No. 77/DSN-

MUI/V/2010 
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lepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang paling utama dan 
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segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana 

dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, 

untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem ekonomi dan keuangan syariah memegang peranan yang 

sangat penting dalam menghadapi kompleksitas sistem keuangan global saat 

ini, khususnya di Indonesia. Sebagai model yang berlandaskan pada etika 

Islam, sistem ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan pasar 

global guna mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan (Bilgies et al., 2023). Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Islam 

adalah sistem komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, 

termasuk interaksi sosial dan relasi ekonomi (Anriani & Fauzi, 2023). 

Landasan pemikiran ini pun telah lama berkembang, yang salah satunya 

melalui kontribusi pemikiran Imam Al-Ghazali yang menekankan 

pentingnya sistem keuangan dalam menjaga kemaslahatan umat (Guntoro & 

Thamrin, 2021). 

Sebagai implementasi dari sistem keuangan, lembaga keuangan 

memegang peranan strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi 

masyarakat. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara (intermediary) 

antara pihak pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dalam 

sistem keuangan syariah, lembaga keuangan syariah hadir untuk 

memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari praktik ribawi. Di antara berbagai 

lembaga keuangan tersebut, bank menempati posisi yang paling sentral. 

Setidaknya bank syariah menjadi representasi utama dari lembaga keuangan 

syariah di Indonesia (Gresik, 2020). 

Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki tiga fungsi utama, 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, serta 

menyediakan berbagai jasa bank untuk mendukung kelancaran transaksi 

ekonomi. Fungsi ini menjadikan bank syariah sebagai lembaga intermediasi 

yang berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan kesejahteraan masyarakat (Dalimunthe & Lubis, 2023). 
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Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank syariah 

mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitasnya 

melalui berbagai skema pembiayaan, baik berbasis bagi hasil maupun jual 

beli. Salah satu akad jual beli yang digunakan adalah akad murabahah, yaitu 

mekanisme pembiayaan di mana bank syariah membeli barang yang 

dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah 

margin keuntungan yang disepakati secara transparan (Kismawadi, 2023). 

Sejalan dengan penerapan akad tersebut, fokus utama kegiatan usaha 

bank syariah berada pada penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam 

praktiknya, pembiayaan murabahah menjadi instrumen yang paling 

dominan dibandingkan akad lainnya. Meskipun tersedia skema bagi hasil, 

seperti mudharabah dan musyarakah, pembiayaan murabahah lebih diminati 

oleh masyarakat juga menjadi produk unggulan bank syariah (Afkar & 

Purwanto, 2021). Dominasi pembiayaan murabahah ini disebabkan oleh 

karakteristiknya yang mampu memberikan kepastian margin keuntungan 

bagi bank syariah, sekaligus memberikan kemudahaan dan kejelasan 

mekanisme bagi nasabah dalam memperoleh barang yang dibutuhkan secara 

praktis juga transparan (Alam et al., 2023). Fenomena tersebut diperkuat 

oleh data statistik yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bank 

syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun tersedia 

berbagai skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat secara lebih rinci dalam tabel berikut:     
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Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK, 

Maret 2025) 

Berdasarkan dominasi pembiayaan murabahah dalam penyaluran 

dana bank syariah, diperlukan pemahaman akad murabahah secara 

konseptual dan normatif sebagai landasan penerapannya. Akad jual beli 

murabahah adalah kontrak pembiayaan syariah yang menetapkan harga jual 

barang sebagai gabungan dari harga beli asli (biaya perolehan) dan margin 

keuntungan yang disepakati. Prinsip utama murabahah menurut ulama fikih 

adalah transparansi, di mana penjual (bank syariah) wajib memberitahukan 

secara jujur kepada pembeli (nasabah) mengenai harga perolehan barang 

sebelum menetapkan margin keuntungannya (Jannah, 2023). Dalam praktik 

bank syariah, bank bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu memiliki 

hak atas barang yang diperjualbelikan sebelum menjualnya kepada nasabah 

sehingga akad murabahah berbeda secara prinsip dengan sistem kredit 

berbasis bunga (Imama, 2025). 

Landasan normatif akad murabahah sebagai bentuk jual beli yang 

sah dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan dan kerelaan antar pihak 

yang bertransaksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt 

dalam QS. An-Nisa ayat/4: 29.  Allah Swt berfirman: 

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

Tahun Pembiayaan Murabahah (Dalam Milyar Rupiah) 

2021 144.180 

2022 183.286 

2023 191.795 

2024 193.852 

Maret 2025 194.316 

Tabel 1. 1 Data Statistik Pembiayaan Murabahah 
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berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu (QS. An-Nisa/4: 29)”. 

Pernyataan dari ayat tersebut menegaskan pentingnya kerelaan (rida) 

dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli sehingga praktik, seperti 

murabahah yang memenuhi prinsip tersebut sesuai dengan syariat Islam 

(Albar, 2025). Selain itu, Alquran secara tegas melarang praktik 

pengambilan harta secara batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-

Baqarah/2: 188, yang berbunyi:  

 

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 

yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para 

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain 

itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah/2: 88)”. 

Makna kedua ayat ini bersama-sama menjadi landasan etika 

muamalah Islam yang mendorong praktik perdagangan dan pembiayaan 

yang secara adil, transparan, serta bebas dari unsur pelanggaran syariah 

(Putri, 2024). 

Dalam konteks penerapan akad murabahah di bank syariah, prinsip-

prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penetapan harga 

dan margin keuntungan, tetapi juga berkaitan erat dengan objek akad yang 

diperjualbelikan. Objek akad murabahah harus berupa barang yang halal, 

memiliki wujud yang jelas, serta dapat dimiliki dan diserahterimakan secara 

sah sesuai ketentuan syariah (Rajib, 2025). 

Salah satu komoditas yang memenuhi kriteria tersebut dan 

digunakan dalam praktik pembiayaan murabahah di bank syariah adalah 

emas. Emas memiliki kejelasan wujud, nilai yang terukur, serta dapat 

dimiliki secara nyata oleh bank syariah sebelum diperjualbelikan kepada 

nasabah. Berdasarkan karakteristik tersebut, emas menjadi pilihan yang 
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tepat sebagai objek akad dalam produk pembiayaan kepemilikan emas 

dengan sistem pembayaran cicilan. Praktik ini dikenal sebagai pembiayaan 

cicil emas yang merupakan penerapan akad murabahah sebagai akad jual 

beli barang secara utuh dan bertahap sesuai ketentuan syariah (Khairuzzadi 

& Hasnita, 2025).  

Dalam konteks hukum Islam, praktik cicil emas tersebut perlu 

ditinjau lebih lanjut, khususnya terkait kesesuaian proses akad, kepastian 

kepemilikan emas oleh bank syariah sebelum dijual kepada nasabah, serta 

transparansi harga jual akhir agar terhindar dari unsur ketidakpastian 

(gharar) dan riba. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui skema 

biasa maupun murabahah (Yogi & Basir, 2023). Untuk memberikan 

gambaran yang lebih sistematis mengenai pelaksanaan pembiayaan cicil 

emas dengan akad murabahah di bank syariah, berikut disajikan skema 

pembiayaan murabahah cicil emas yang menggambarkan hubungan antara 

bank syariah, pemasok emas, dan nasabah. 

 

Sumber: ( Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023) 

Berdasarkan skema tersebut, bank syariah terlebih dahulu 

melakukan pembelian emas dari pemasok sesuai dengan spesifikasi yang 

diajukan nasabah. Setelah emas tersebut dimiliki secara sah oleh bank 

syariah maka, dilakukan akad murabahah antara bank dengan nasabah serta 

penetapan harga jual yang terdiri atas harga perolehan juga margin 

keuntungan yang disepakati. Selanjutnya, nasabah melakukan pembayaran 

Gambar 1. 1 Skema Jual Beli Murabahah 
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secara cicilan dengan cara mengangsur sesuai jangka waktu yang telah 

ditentukan hingga seluruh kewajiban pembiayaan terpenuhi (Anugrah & 

Laila, 2020). 

Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang utuh 

mengenai implementasi pembiayaan murabahah cicil emas dalam 

praktiknya di bank syariah, pembahasan selanjutnya difokuskan pada 

institusi bank syariah yang menyelenggarakan pembiayaan tersebut, yaitu 

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di  

Indonesia saat ini. 

Perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri tidak terlepas dari 

sejarah panjang penerapan prinsip ekonomi Islam. Sejarah bank syariah 

secara formal dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

pada tahun 1991 sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. 

Keberadaan bank syariah kemudian memperoleh penguatan regulasi melalui 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, yang selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini secara eksplisit 

mengakui keberadaan sistem bank ganda (dual banking system), yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. 

Dengan fondasi hukum dan perkembangan industri bank syariah 

yang semakin kuat, pemerintah kemudian merumuskan strategi penguatan 

bank syariah melalui penggabungan bank syariah milik Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Rencana merger bank syariah BUMN ini digagas oleh 

Menteri Erick Thohir sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat 

ekonomi dan keuangan syariah global. Kebijakan tersebut dilandasi oleh 

berbagai regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 2007, 

serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Selain itu, penggabungan bank syariah BUMN juga dipertimbangkan 

mampu meningkatkan total aset, daya saing, dan efisiensi industri bank 

syariah nasional (Kurniasari, 2021). 
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Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, tiga bank syariah 

BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM), 

menandatangani Conditional Merger Agreement (CMA) pada Oktober 

2020. Proses ini kemudian menghasilkan terbentuknya BSI sebagai entitas 

bank syariah hasil merger dari PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI 

Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri (Thantawi et al., 2022). 

BSI secara resmi memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam 

Surat Nomor SR-3/PB.1/2021 tentang pemberian izin penggabungan serta 

perubahan nama PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah 

Indonesia Tbk (Ulfa, 2021). Pembentukan BSI bertujuan untuk memperluas 

akses dan pilihan layanan bank syariah bagi masyarakat Indonesia (Irawan 

et al., 2021). Dalam menjalankan perannya, BSI berfungsi sebagai lembaga 

intermediasi keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Salah satu bentuk 

penyaluran dana yang dominan digunakan oleh BSI adalah pembiayaan 

berbasis akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas (Nasution, 

2021).  

Implementasi pembiayaan murabahah tersebut tidak hanya 

berlangsung pada tingkat kantor pusat atau cabang utama, tetapi juga 

dijalankan hingga tingkat kantor cabang pembantu yang berinteraksi 

lansung dengan masyarakat. Dalam konteks inilah, pemilihan BSI Kantor 

Cabang Pembantu (KCP) Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai 

lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris, 

mengingat Aceh Singkil merupakan wilayah yang secara normatif berada 

dalam lingkungan penerapan syariat Islam. Namun, secara geografis dan 

ekonomi tergolong daerah non-perkotaan dengan karakteristik masyarakat 

yang berbeda dari wilayah penelitian terdahulu. Kondisi tersebut berpotensi 

memunculkan variasi dalam implementasi akad murabahah, khususnya 

pada produk pembiayaan cicil emas, baik dari sisi mekanisme akad, tingkat 

pemahaman nasabah, maupun praktik operasional bank syariah pada level 

kantor cabang pembantu sehingga menjadikan BSI KCP Lipat Kajang 
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sebagai lokasi yang relevan dan penting untuk mengkaji penerapan prinsip 

akad murabahah dalam konteks lokal yang relatif belum banyak diteliti. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan akad 

murabahah pada produk cicil emas di BSI. Penelitian Hidayaturrahmaniah 

(2023) menjelaskan bahwa penerapan akad murabahah pada produk cicil 

emas pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun 

masih terdapat variasi mekanisme pelaksanaan antar KCP Selong Lombok 

Timur, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Hairani & Harahap (2023) 

menemukan bahwa produk cicilan emas BSI KCP Medan Juanda sudah 

sesudai dengan PSAK 102. Selanjutnya, hasil penelitiannya Ritonga (2024) 

yang menyatakan bahwa strategi pemasaran  produk cicil emas yang 

diterapkan di BSI KCP Cemara Asri menggunakan  marketing mix yang 

terdiri dari 7P (product, price, place, promotion, people, physical evidence, 

process). Hasil penelitian Azilah et al. (2023) menyimpulkan bahwa dalam 

pembiayaan cicil emas ada beberapa syarat dan prosedur yang harus  

dipenuhi oleh nasabah dan pihak bank. Adapun akad yang digunakan adalah  

akan wakalah dan murabahah. Untuk pengakuan, pengukuran,  

pengungkapan, dan penyajian akuntansi murabahah cicil emas di BSI KCP 

Banjarnegara sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102. Selain itu, penelitian 

oleh Amsari & Widi (2023) menunjukkan bahwa penetapan margin 

pembiayaan murabahah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank 

dan nasabah serta bersifat tetap hingga akhir masa pembiayaan, sehingga 

telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang menekankan transparansi 

dan kejelasan akad. Sementara itu, penelitian Uswah & Napitupulu (2023) 

menemukan bahwa komunikasi pemasaran, kepercayaan, dan penanganan 

keluhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah pembiayaan 

murabahah, yang menunjukkan pentingnya aspek hubungan antara bank 

dan nasabah dalam keberhasilan pembiayaan.  

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi 

penting, tetapi masih terdapat kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian 

besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek akuntansi, pemasaran, atau 

prosedur pembiayaan sehingga belum mengkaji secara mendalam penerapan 
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akad murabahah dari perspektif hukum Islam secara komprehensif. Kedua, 

penelitiam sebelumnya dilakukan pada wilayah perkotaan atau daerah 

dengan karakteristik ekonomi tertentu sehingga belum merepresentasikan 

praktik pembiayaan cicil emas pada wilayah non-perkotaan, seperti Aceh 

Singkil. Ketiga, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji 

penerapan akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Lipat 

Kajang dengan menelaah kesesuaian antara praktik akad, mekanisme 

pembiayaan, dan ketentuan syariah yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian 

ini memiliki kebaruan dengan mengkaji Penerapan Akad Murabahah 

Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di BSI KCP Lipat Kajang, 

Kabupaten Aceh Singkil, dalam konteks hukum Islam dan praktik 

operasional bank syariah di tingkat kantor cabang pembantu. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya kebutuhan untuk meneliti apakah produk dan praktik akad 

murabahah pada pembiyaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang, 

Kabupaten Aceh Singkil telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah 

dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas 

secara tidak tunai. 

2. Akad murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan 

dalam produk pembiayaan cicil emas di bank syariah, sehingga perlu 

dikaji kesesuaiannya dengan praktik pelaksanaan di lapangan. 

3. Terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik 

operasional pembiayaan cicil emas serta sejauh mana pemahaman 

nasabah terhadap akad murabahah yang diterapkan pada produk cicil 

emas di BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil. 

4. Diperlukan kajian mengenai transparansi penetapan harga perolehan dan 

margin keuntungan dalam akad murabahah pada produk cicil emas di 

BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil guna memastikan 

keterbukaan informasi antara bank dan nasabah. 
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5. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan sekaligus responden 

penelitian sebanyak 11 orang dengan rincian 10 orang karyawan BSI 

KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil dan 1 orang nasabah BSI 

KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik dan mekanisme pelaksanaan akad murabahah pada 

produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten 

Aceh Singkil ditinjau dari rukun dan syarat akad murabahah? 

2. Apakah penerapan akad murabahah produk pembiayaan cicil emas pada 

BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan 

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas 

secara tidak tunai? 

3. Bagaimana tingkat transparansi penetapan harga perolehan dan margin 

keuntungan dalam akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas 

di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, penulis dapat menetapkan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis praktik dan mekanisme pelaksanaan akad 

murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat 

Kajang Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan rukun dan syarat akad 

murabahah. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad murabahah pada produk 

pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh 

Singkil dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. 

3. Untuk mengetahui tingkat transparansi penetapan harga perolehan dan 

margin keuntungan dalam akad murabahah pada produk pembiayaan 

cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat 

bagi berbagai pihak, yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di 

bidang bank syariah, khususnya terkait penerapan akad murabahah 

pada produk pembiayaan cicil emas. 

b) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam 

memahami kesesuaian antara konsep normatif akad murabahah 

dalam fikih muamalah dengan praktik pembiayaan cicil emas di 

lembaga keuangan syariah. 

c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan objek, 

pendekatan, atau perspektif yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan evaluasi bagi BSI, khususnya BSI KCP 

Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil, dalam meningkatkan kualitas 

penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas agar 

sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. 

b) Bagi Nasabah dan Masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman nasabah dan masyarakat mengenai 

mekanisme pembiayaan cicil emas berbasis akad murabahah, 

sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap produk bank syariah. 

c) Bagi Akademisi dan Praktisi Bank Syariah. Penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dan praktisi dalam 

pengembangan kebijakan, prosedur operasional, serta inovasi 

produk pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 
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F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan memuat uraian lengkap mengenai struktur dan 

alur pembahasan materi dari Bab I hingga Bab III, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Membahas latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian, meliputi konsep bank syariah, akad 

murabahah, pembiayaan cicil emas, PT. BSI, serta 

penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang penyajian data hasil penelitian yang  

diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

BAB V  : PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah  

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran 

strategis dalam sistem perekonomian, khususnya dalam menghimpun 

dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Secara yuridis, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) 

mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan guna 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2012). 

Sejalan dengan ketentuan tersebut, bank berfungsi sebagai 

lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan 

menyalurkannya kembali untuk meningkatkan kesejahteraan juga taraf 

hidup masyarakat (Dendawijaya, 2017). Dalam sistem perbankan 

nasional, bank syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang 

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank Indonesia 

mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangam yang 

menjalankan fungsi intermediasi dan penyediaan jasa keuangan dengan 

berlandaskan etika serta nilai-nilai Islam, seperti larangan  bunga juga 

prinsip keadilan (Antonio, 2017). 

Secara legal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008, bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah serta 

berfungsi mengalokasikan dana ke sektor produktif untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi (Ascarya, 2018). 
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2. Landasan Hukum Bank Syariah  

Di Indonesia, operasional bank syariah diselenggarakan 

berdasarkan landasan hukum yang bersifat integral, yaitu hukum syariah 

dan hukum positif nasional. Integrasi kedua sistem hukum tersebut 

diperlukan agar operasional bank syariah tidak hanya memenuhi prinsip-

prinsip Islam, tetapi juga memiliki kepastian hukum serta perlindungan 

bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem perbankan nasional 

(Mujahidin, 2017). 

a. Hukum Normatif (Hukum Syariah) 

Hukum normatif bank syariah bersumber dari hukum Islam 

yang berpedoman pada Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. 

Prinsip-prinsip muamalah yang menjadi dasar aktivitas ekonomi 

termasuk kegiatan perbankan, menekankan larangan riba, 

ketidakpastian (gharar), serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, 

dan kemaslahatan (Ali, 2009). 

Larangan riba sebagai prinsip fundamental ditegaskan dalam 

Alquran. Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah/2:275 yang menjadi 

dasar utama bagi penolakan praktik riba dalam sistem bank syariah, 

yang berbunyi: 

 

 

 

 

Artinya: “ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) 

riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri 

sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena 

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun 

yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya 

(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah 
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diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah 

penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-

Baqarah/2:275)”. 

Landasan normatif bank syariah juga diperkuat oleh Hadis 

Nabi Muhammad Saw yang secara tegas melarang praktik riba dalam 

segala bentuknya. Rasulullah Saw bersabda: 

 

 

 

 

Artinya: “Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi 

riba, pencatatnya, dan dua orang saksinya, dan beliau 

bersabda:mereka itu sama (HR. Muslim)”. 

Prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Alquran dan 

Hadis tersebut kemudian dijabarkan secara operasional melalui 

fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Sudarsono, 2003). 

b. Hukum Positif  

Selain hukum syariah, bank syariah di Indonesia juga tunduk 

pada hukum positif nasional yang memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan nasabah, termasuk pengaturan lewat Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Usman, 2022). 

c. Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur Bank Syariah 

Landasan hukum positif bank syariah di Indonesia, 

selanjutnya secara komprehensif diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang saling berkaitan, antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

khususnya Pasal 33 yang mengatur prinsip demokrasi ekonomi. 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998. 
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3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 

tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. 

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. 

5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) No. 9/19/PBI/2007 tentang Prinsip Syariah 

Sebagai Peraturan Pelaksana tanggal 20 November 2007 

3. Fungsi Bank Syariah 

Bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank 

konvensional karena berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang 

menekankan nilai keadilan serta melarang praktik riba. Lebih lanjut, 

Ismail juga menguraikan berbagai fungsi bank syariah diantaranya 

sebagai berikut (Ismail, 2017): 

a. Fungsi Intermediasi Keuangan 

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang 

menghimpun dana dari pihak surplus dan menyalurkannya ke pihak 

yang membutuhkan berdasarkan prinsip syariah. 

b. Fungsi Pembiayaan Berbasis Syariah 

Dana disalurkan melalui skema berbasis syariah, seperti 

mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardhul hasan sebagai 

alternatif sistem kredit berbunga. 

c. Fungsi Sosial 

Bank syariah menjalankan fungsi sosial melalui pembiayaan qardhul 

hasan serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang 

berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas bank. 

d. Fungsi Pendorong Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 

Bank syariah mendorong kesejahteraan dan pembangunan ekonomi 

melalui pembiayaan sektor riil dan usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) berdasarkan prinsip syariah. 
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e. Fungsi Pelaporan dan Akuntabilitas Sosial 

Bank syariah wajib melaporkan pelaksanaan fungsi sosial seperti 

zakat dan dana kebajikan secara transparan. 

4. Prinsip Bank Syariah  

Prinsip bank syariah menekankan keadilan, keseimbangan, 

kemaslahatan, serta pelarangan riba, ketidakpastian (gharar) dan maysir 

dalam seluruh transaksi keuangan (El-Gamal, 2006). Dalam hukum 

positif Indonesia, prinsip syariah dilembagakan melalui Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan diwajibkan mengikuti Fatwa Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Sunardi, 

2021). Prinsip syariah juga berfungsi sebagai instrument pembangunan 

ekonomi berkeadilan melalui mekanisme bagi hasil dan pembiayaan 

sektor produktif (Choudhury, 2016). 

5. Produk Bank Syariah 

Bank syariah menawarkan berbagai produk yang dibagi menjadi 

3 (tiga) bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), 

produk penyaluran dana (financing), dan produk jasa (service). Ketiga 

kategori produk tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai 

berikut (Hasibuan & Nofinawati, 2021): 

a. Produk penghimpunan dana (funding), yang terdiri dari tabungan, 

deposito, dan giro. Produk ini diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Produk penghimpunan 

dana masyarakat ini dijalankan dengan prinsip wadiah dan prinsip 

mudharabah. 

b. Produk penyaluran dana/ pembiayaan (financing). Produk ini 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan oleh individu maupun kelompok 

(lembaga). Dalam bank syariah produk pembiayaan dijalankan 

berdasarkan, prinsip jual beli (murabahah dan istishna), prinsip sewa 

(ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik), dan prinsip bagi hasil 

(musyarakah, mudharabah, muzara’ah, dan musaqah). 
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c. Produk jasa (service), produk jasa bank syariah ini ditunjukan 

kepada nasabah di mana pihak bank mendapatkan imbalan berupa 

sewa atau keuntungan yang akan dibebankan kepada nasabah 

tersebut. Produk jasa tersebut antara lain, seperti sharf (jual beli 

valuta asing) dan wadiah (titipan). 

B. Murabahah  

1. Pengertian Akad Murabahah 

Menurut definisi ulama fikih, murabahah adalah akad jual beli 

atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual 

menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga 

pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Dalam bank 

syariah, murabahah merupakan akad jual beli antara bank syariah selaku 

penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. 

Dari transaksi tersebut, bank syariah mendapatkan keuntungan jual beli 

yang disepakati bersama. Selain itu, murabahah juga merupakan jasa 

pembiayaan oleh bank syariah melalui transaksi jual beli dengan nasabah 

dengan cara cicilan. Dalam hal ini, bank syariah membiayai pembelian 

barang yang ditbutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut 

dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan 

menambahkan biaya keuntungan dan ini dilakukan melalui perundingan 

terlebih dahulu antara bank syariah dengan pihak nasabah yang 

bersangkutan (Anggraini, 2022). 

Murabahah didefinisikan sebagai perjanjian pembiayaan berupa 

transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah 

dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual 

menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli 

(SPS OJK, 2025).  

2. Landasan Hukum Akad Murabahah 

Dasar hukum praktik jual beli dalam Islam bersumber dari 

Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai pendoman utama 

dalam aktivitas muamalah Adapun landasan hukum tersebut adalah 

sebagai berikut (Hamdi & Zulkifli, 2022): 
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a. Alquran 

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 275, yang 

berbunyi: 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi 

dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri 

sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena 

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun 

yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya 

(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah 

penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-

Baqarah/2:275)”. 

Kemudian dalam QS. An-Nisa/4:29, yang berbunyi: 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), 

kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa/4: 29)”.  

Dari kedua ayat-ayat Alquran di atas, dapat diterjemahkan 

bahwa jual beli hukumnya adalah boleh, sedangkan ketidakbolehan 

hukum Islam terjadi adanya riba. Karena Allah Swt. telah 
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mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil baik 

karena ada unsur riba atau lainnya serta yang tidak diperbolehkan 

dalam syariah. Segala transaksi yang didasari faktor saling meridai 

adalah boleh, kecuali jika terdapat ajaran syariat yang 

mengharamkannya (Sugiarto, 2022). 

b. Hadis Nabi Muhammad Saw. 

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 

Shuhaib bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: 

  

 

 

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung 

berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 

mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, 

bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) 

c. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 

tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 

14 November 2005. 

d. Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli 

Murabahah tanggal 19 September 2017. 

e. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah 

Perusahaan Pembiayaan, tanggal 26 Februari 2019. 

3. Rukun Akad Murabahah 

Rukun murabahah meliputi pihak-pihak yang berakad, objek 

akad, harga, serta ijab, dan Kabul. Adapun rukun-rukun akad murabahah 

tersebut adalah (Zuhaili, 2020): 

a. Ba’i adalah pihak yang menjual, yaitu orang yang memiliki atau 

menguasai barang serta berwenang melakukan akad jual beli. 
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b. Musyatari adalah pihak pembeli yang melakukan akad untuk 

memperoleh barang dengan menyerahkan harga yang telah 

disepakati. 

c. Mabi’ merupakan objek jual beli berupa barang yang 

diperjualbelikan dan harus jelas serta dibolehkan menurut syariat. 

d. Tsaman adalah harga atau nilai tukar yang disepakati sebagai 

imbalan atas barang yang diperjualbelikan. 

e. Ijab dan kabul adalah penyataan saling rida antara penjual dan 

pembeli yang menunjukkan terjadinya kesepakatan akad. 

4. Syarat Akad Murabahah 

Selain rukun, akad murabahah juga harus memenuhi syarat-

syarat tertentu. Adapun syarat akad murabahah adalah (Siregar & 

Khoerudin, 2019): 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang 

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, 

maka pembeli memiliki pilihan: 

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas 

barang yang dijual. 

c. Membatalkan kontrak. 

5. Jenis-Jenis Akad Murabahah 

Adapun jenis-jenis murabahah terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Murabahah dengan Pesanan (Murabahah to the Purchase Order) 

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian 

barang setelah ada pemesan dari pembeli. Murabahah dengan 
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pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk 

membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka 

pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat 

membatalkan pesanannya, sedangkan yang bersifat yang tidak 

mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, 

tetapi nasabah tidak terikat. Nasabah dapat menerima atau 

membatalkan barang tersebut. Pembayaran angsuran atau cicilan 

adalah pembayaran yang dilakukan, kemudian setelah penyerahan 

barang baik secara tangguh atau secara angsuran. Bahasa 

konvensionalnya adalah cicilan kredit (Istianah, 2020). 

b. Murabahah Tanpa Pesanan 

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek 

jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, 

ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika 

barang dagangan sudah menipis penjual akan mencari tambahan 

barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan 

minimum yang harus dipelihara (Wiroso, 2011). 

c. Murabahah dengan Sistem Pembayaran Cicilan 

Pada praktiknya, murabahah yang sering dan lazim 

digunakan dalam dunia perbankan dan merupakan motif utama 

orang bertransaksi dengan bank adalah murabahah dengan jenis al-

bai’ bi al-taqsith atau al-bai’ bi al-tsaman al-ajil, yaitu jual beli yang 

pembayaran harganya dilakukan secara angsur atau cicilan. 

Kebolehan praktik semacam ini kemudian dituangakan dalam Fatwa 

DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli 

Murabahah tanggal 19 September 2017. 

6. Aplikasi Akad Murabahah pada Bank Syariah 

Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah sebagai 

berikut (Sjahdeini, 2018): 

a. Bank syariah dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 

bebas riba. 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 
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c. Bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang teah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama  

bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang. 

f. Bank syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. 

Dalam kaitan ini, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok 

barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 

tersebut, pihak bank syariah dapat mengadakan perjanjian khusus 

dengan nasabah. 

i. Jika bank syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah. 

7. Skema Akad Murabahah di Bank Syariah 

Akad murabahah yang ada pada bank syariah diaplikasikan 

dengan beberapa skema di antaranya sebagai berikut (Otoritas Jasa 

Keuangan/ OJK, 2023): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK, 2023) 

Gambar 2. 1 Skema Akad Murabahah di Bank Syariah 
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Keterangan: 

a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah disertai 

dengan janji (wa’d) pembelian objek pembiayaan murabahah 

kepada bank syariah. 

b. Bank syariah melakukan analisis kelayakan dan memberikan 

persetujuan atas pengajuan pembiayaan murabahah dari nasabah. 

c. Bank syariah membeli aset yang akan menjadi objek pembiayaan 

murabahah dari pemasok secara tunai. 

d. Pemasok melakukan serah terima aset kepada bank secara 

penguasaan fisik (qabdh haqiqi) atau penguasaan nonfisik (qabdh 

hukmi). 

e. Bank syariah dan nasabah melakukan akad murabahah. 

f. Bank syariah melakukan serah terima aset kepada nasabah secara 

penguasaan fisik (qabdh haqiqi) atau penguasaan nonfisik (qabdh 

hukmi) yang berada pada tempat penyimpanan bank syariah atau 

pemasok. 

g. Nasabah melakukan konfirmasi penerimaan atas aset murabahah 

yang telah diterima dari bank syariah. 

h. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah atas aset 

murabahah yang dibeli dari bank syariah secara cicilan atau tangguh. 

Skema akad murabahah yang diterapkan di bank syariah pada 

prinsipnya sama dengan skema murabahah dalam perbankan syariah 

secara umum. Hal ini karena pelaksanaan murabahah di bank syariah 

mengacu pada ketentuan syariah dan regulasi yang seragam, 

sebagaimana ditetapkan oleh Fatwa DSN Nomor 111/DSN-

MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah tanggal 19 September 

2017 dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah 

Perusahaan Pembiayaan tanggal 26 Februari 2019. 
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8. Manfaat 

Murabahah merupakan akad pembiayaan yang banyak 

digunakan dalam bank syariah karena memberikan harga dan 

keuntungan yang transparan sehingga bermanfaat bagi bank dan nasabah 

dalam transaksi sesuai prinsip syariah, yaitu sebagai berikut 

(Muhammad, 2017): 

a. Bagi Bank 

1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 

2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. 

b. Bagi Nasabah 

1) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang 

tertentu melalui pembiayaan dari bank. 

2) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang 

tidak akan berubah selama masa perjanjian. 

C. Cicil Emas 

1. Pengertian Cicil Emas 

Cicil emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang 

ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi 

nasabah dalam memiliki emas melalui mekanisme pembelian secara 

tidak tunai dengan sistem pembayaran angsuran dengan cara di cicil. 

Produk ini menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana 

bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, 

kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang 

terdiri atas harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati di 

awal akad. Objek pembiayaan dalam produk cicil emas berupa emas, 

dalam bentuk batangan. Penetapan harga jual emas dilakukan secara 

transparan berdasarkan biaya perolehan yang dikeluarkan oleh bank 

syariah setelah dikurangi uang muka yang dibayarkan oleh nasabah. 

Dalam pembiayaan murabahah, bank syariah diperbolehkan 

mensyaratkan adanya agunan sebagai upaya pengamanan pembiayaan 

sehingga emas yang dibiayai dapat dijadikan sebagai jaminan (Ismaulina 

& Khalil, 2022). 
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2. Dasar Hukum Cicil Emas 

Dasar hukum pelaksanaan produk cicil emas dalam bank syariah 

mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas 

Secara Tidak Tunai tanggal 3 Juni 2010. Fatwa ini memberikan landasan 

hukum syariah atas praktik jual beli emas dengan mekanisme 

pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran maupun pembayaran 

tangguh, yang banyak dilakukan dalam transaksi masyarakat dan 

lembaga keuangan syariah. Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan 

pendapat ulama mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai. 

Ulama, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer 

berpendapat bahwa jual beli emas secara angsuran diperbolehkan. 

Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa emas pada masa kini 

tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar resmi (tsaman), melainkan telah 

diposisikan sebagai barang (sil’ah) yang dapat diperjualbelikan 

sebagaimana barang lainnya. Selain itu, kebolehan tersebut juga 

mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat 

dalam melakukan transaksi sehingga dapat menghindarkan kesulitan 

dalam praktik muamalah. 

Berdasarkan pertimbangan dalil dan kemaslahatan tersebut, 

DSN-MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai 

hukumnya boleh (mubah), baik melalui akad jual beli biasa maupun akad 

murabahah, selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang). 

Fatwa ini juga menetapkan ketentuan bahwa harga jual tidak boleh 

berubah selama masa akad, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak 

tunai boleh dijadikan sebagai jaminan sehingga emas yang dijadikan 

jaminan tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan 

kepemilikannya selama masih menjadi agunan. 

3. Manfaat Cicil Emas 

Produk cicil emas tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

kepemilikan emas secara syariah, tetapi juga memberikan berbagai 
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keuntungan mengenai pengelolaan aset. Manfaat tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut (Witjaksono, 2022): 

a. Zero inflasi. 

b. Harga emas yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

c. Tingkat likuiditas yang tinggi. 

d. Nilai emas yang diakui secara universal. 

e. Modal investasi yang relatif kecil. 

f. Risiko investasi yang rendah. 

g. Kemudahan dalam penyimpanan dan perawatan. 

D. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) 

1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) 

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga 

perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan mulai 

beroperasi secara penuh sejak 1 Februari 2021. Bank ini terbentuk dari 

penggabungan PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT 

Bank BNI Syariah yang sebelumnya tergabung dalam kelompok bank 

milik negara (HIMBARA). Penggabungan tersebut merupakan langkah 

strategis dan inovatif pemerintah dalam menyatukan bank syariah 

nasional yang diharapkan mampu memperluas pilihan layanan keuangan 

syariah bagi masyarakat serta berkontribusi dalam memperkuat 

perekonomian nasional (Anshari, 2018). 

Sejalan dengan tujuan pembentukannya, BSI diharapkan mampu 

memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas 

inklusi keuangan syariah, menjangkau masyarakat yang belum terlayani 

perbankan serta menarik minat generasi muda. Selain itu, BSI dituntut 

memiliki produk dan layanan yang kompetitif untuk memenuhi 

kebutuhan berbagai segmen nasabah, seperti UMKM hingga korporasi, 

serta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. 

Merger bank syariah BUMN ini juga bertujuan memperkuat struktur 

permodalan, memperluas akses pendanaan berbasis syariah, dan 

mewujudkan satu bank syariah nasional yang kuat serta berdaya saing 

(Hasan, 2024). 



28 
 

 

2. Fungsi dan Struktur BSI 

a. Fungsi Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, 

BSI menjalankan fungsi-fungsi perbankan yang tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai keadilan dan 

kepatuhan terhadap syariat Islam. Fungsi-fungsi tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1) Fungsi Penghimpun Dana (Funding) 

Berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, seperti giro, tabungan, dan deposito syariah yang 

menggunakan akad wadiah serta mudharabah, di mana imbal 

hasil ditentukan berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan bunga 

(Usmani, 2021).  

2) Fungsi Penyaluran Dana (Financing) 

Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan syariah dengan akad, 

seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam 

yang bertujuan mendukung kegiatan ekonomi produktif serta 

sesuai syariah (Firdaus, 2007). 

3) Fungsi Pelayanan Jasa Perbankan 

Fungsi pelayanan jasa perbankan, seperti transfer dana, jasa 

pembayaran, penukaran valuta asing, dan lainnya yang 

pelaksanaannya tetap berlandaskan prinsip syariah Islam (Karim, 

2016). 

4) Fungsi Sosial 

Fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan 

wakaf (ZISWAF), serta penyaluran pembiayaan kebajikan 

(qardhul hasan) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Andraeny, 2021). 

5) Fungsi Pendorong Perekonomian Syariah  

Sebagai motor penggerak perkembangan ekonomi syariah 

nasional dengan mendukung UMKM, industri halal, dan inklusi 
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keuangan syariah melalui berbagai produk dan layanan berbasis 

syariah (Arifin & Wardani, 2016). 

b. Struktur Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Dalam mendukung kelancaran operasional dan penerapan 

prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BSI memiliki struktur 

organisasi yang jelas dan terintegrasi. Struktur organisasi tersebut 

disusun guna memastikan pembagian tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab berjalan secara efektif serta sesuai dengan prinsip 

syariah (Suhaimi & Syafii, 2024). Adapun struktur organisasi BSI 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Bank Syariah Indonesia (BSI), 2026) 

3. Peran BSI dalam Penyaluran Akad Murabahah pada Produk 

Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Lipat Kajang 

Sebagaimana lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah, bank syariah memiliki peran penting dalam 

menyalurkan pembiayaan akad murabahah kepada masyarakat. Peran 

utama bank syariah dalam penyaluran pembiayaan akad murabahah 

adalah menyediakan pembiayaan berbasis jual beli untuk memenuhi 

kebutuhan konsumtif maupun produktif nasabah, seperti pembelian 

barang dagangan, aset usaha, dan kebutuhan kepemilikan tertentu. 

Melalui akad murabahah, bank syariah membeli barang yang 

dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan Bank Syariah Indonesia 
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keuntungan yang telah disepakati di awal akad sehingga tercipta 

transparansi harga dan kepastian bagi kedua belah pihak (Harahap, 

2023). 

Selain itu, bank syariah berperan dalam menjamin kepatuhan 

syariah atas setiap transaksi akad murabahah yang dilakukan. Bank 

memastikan bahwa objek pembiayaan halal, akad dilakukan secara sah, 

serta tidak mengandung unsur riba, ketidakpastian (gharar), dan maysir. 

Peran ini sejalan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga 

intermediasi yang menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan 

terhadap ketentuan syariah (Fajri, 2024). 

Bank syariah juga berperan sebagai penggerak kegiatan ekonomi 

masyarakat, khususnya melalui penyaluran pembiayaan akad 

murabahah kepada sektor UMKM. Pembiayaan ini membantu pelaku 

usaha memperoleh barang modal atau persediaan tanpa harus 

menyediakan dana tunai secara langsung sehingga mendukung 

kelangsungan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan 

(Krisnaningsih, 2025). 

Dengan demikian, penyaluran pembiayaan akad murabahah oleh 

bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan bank, tetapi juga 

berperan dalam menciptakan keadilan, transparansi, serta mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (Mukhlishin, 

2018). 

Dalam hal ini BSI KCP Lipat Kajang berperan sebagai lembaga 

penyalur pembiayaan cicil emas yang menggunakan akad murabahah 

sesuai dengan prinsip syariah. Dalam mekanisme ini, bank terlebih 

dahulu membeli emas batangan dari pemasok yang bekerja sama, 

kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang 

terdiri atas harga perolehan dan margin keuntungan yang telah 

disepakati di awal akad. Skema murabahah ini memberikan kepastian 

harga, jangka waktu pembiayaan, serta besaran angsuran yang tetap 

sehingga nasabah dapat merencanakan keuangan secara lebih terukur 

dan transparan. 
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Secara garis besar syarat pembiayaan cicil emas di bank syariah 

pada umumnya meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BSI (2026) 

Selain itu, nasabah diwajibkan memenuhi ketentuan uang muka 

sesuai kebijakan bank, menyepakati harga jual dan margin keuntungan 

secara transparan di awal akad, serta memiliki kemampuan membayar 

angsuran selama jangka waktu pembiayaan, guna menjamin pelaksanaan 

pembiayaan yang aman, tertib, dan sesuai prinsip kehati-hatian serta 

ketentuan syariah. 

E. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu merupakan rangkuman hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal 

yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. 

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan tema atau judul penelitian 

ini antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Santoso & 

Sopingi 

(2025) 

Implementasi Akad 

Murabahah dan 

Dampaknya pada 

Produk Cicil Emas di 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, data 

dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam dengan nasabah dan staf 

Tabel 2. 1 Syarat dan Ketentuan Cicil Emas di BSI 

Informasi Deskripsi 

Nama Produk Cicil Emas 

Akad yan digunakan Murabahah 

Syarat Dokumen 1. KTP 

2. NPWP (Pembiayaan > Rp. 

50.000.000 

Usia Minimal 21 tahun 

Maksimal 60 tahun saat jatuh tempo 
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Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KCP 

Kediri Pare 

bank, observasi langsung, dan 

analisis dokumen operasional. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kontrak murabahah pada 

cicilan emas memudahkan nasabah 

untuk memiliki emas dengan 

sistem cicilan yang transparan. 

Selain itu, produk ini 

meningkatkan loyalitas nasabah 

dan citra bank. Namun, masih 

terdapat kendala dalam 

pemahaman nasabah terhadap 

mekanisme kontrak sehingga 

diperlukan edukasi lebih lanjut 

untuk mengurangi potensi 

kesalahpahaman. Implikasi dari 

studi ini adalah pentingnya 

meningkatkan literasi keuangan 

Islam untuk memastikan nasabah 

memahami prinsip-prinsip syariah 

dalam transaksi mereka yang pada 

gilirannya dapat memperkuat 

industri keuangan Islam secara 

keseluruhan 

2. Ningsih & 

Rahman 

(2023) 

Analisis Prosedur 

Pembiayaan Produk 

Cicil Emas BSI 

dalam Upaya 

Meningkatkan 

Nasabah pada Bank 

Syariah Indonesia 

KC Bojonegoro 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode pengumpulan 

dan analisis data yang digunakan 

adalah data primer berupa 

observasi dan wawancara, serta 

data sekunder berupa jurnal, 

artikel, buku, dan media massa 
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yang berkaitan dengan penelitian. 

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis Miles 

dan Huberman. Analisis ini 

mencakup empat hal utama, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Hasil 

pembahasan menunjukkan bahwa,  

Prosedur pembiayaan produk 

cicilan emas di BSI KC 

Bojonegoro diimplementasikan 

sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh kantor pusat BSI. 

Perkembangan jumlah nasabah 

cicilan emas di BSI KC 

Bojonegoro dikatakan baik dan 

terus meningkat setiap tahunnya. 

Perkembangan ini tidak terlepas 

dari upaya yang dilakukan oleh 

BSI KC Bojonegoro. Karena 

alasan ini, produk cicilan emas 

telah berhasil meningkatkan 

jumlah nasabah pembiayaan BSI 

KC Bojonegoro 

3. Sari & 

Ahmadan 

(2024) 

Implementasi Akad 

Murabahah pada 

Produk Cicil Emas 

dalam Meningkatkan 

Minat dan Kepuasan 

Nasabah di Bank 

Penelitian ini menggunakan 

metode  pendekatan   kualitatif   

dengan mengumpulkan  data  

primer  dan  sekunder  melalui  

observasi  di  lapangan.  Hasil  

penelitian  menunjukkan bahwa 

minat nasabah meningkat setelah 
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Syariah Indonesia 

KCP Indralaya 

mengetahui mekanisme pem-

biayaan cicil emas di Bank Syariah 

4. Mia et al 

(2024) 

Implementasi Akad 

Murabahah dan 

Rahn pada Produk 

Cicil Emas di Bank 

Syariah Indonesia 

Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan teknik observasi dan 

dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan metode induktif 

dengan mengembangkan fakta atau 

fakta yang diperoleh dan dapat 

dikembangkan dari hasil penelitian 

yang dilakukan. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa Bank 

Syariah Indonesia KCP Bandung 

Lembang telah melaksanakan akad 

murabahah dalam produk cicil 

emas sesuai dengan syariah Islam. 

Pelaksanaan akad murabahah 

terjadi ketika nasabah ingin 

membeli emas dari bank secara 

angsuran dalam jangka waktu yang 

disepakati antara nasabah dan 

bank. Bank Syariah Indonesia KCP 

Bandung Lembang juga menggu-

nakan sistem rahn (gadai) daam 

pelaksanaan akad murabahah di 

mana pelanggan memberikan 

jaminan dalam cicilannya, yaitu 

emas sehingga barang yang dicicil 

nasabah akan diberikan setelah 

nasabah melunasi pembiayaannya 

5. Shodiqin & 

Syafi’i (2024) 

Aplikasi Akad 

Murabahah pada 

Metode penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian 
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Produk Cicilan Emas 

Bank Syariah 

Indonesia (BSI) 

Kantor Cabang 

Balung Berdasarkan 

Fatwa DSN-MUI 

No. 77/DSN-

MUI/V/2010 

kualitatif dengan pendekatan 

deskripstif kualitatif. Cara 

mengumpulkan data dengan 

metode interview, dokuentasi dan 

observasi. Data yang dihasilkan 

dioleh dengan metode reduksi data, 

penyajian data dan berakhir 

dengan penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data menggunakan 

metode ketekunan dan konsistensi 

peneliti dilokasi penelitian. Hasil 

dari penelitian menjelaskan bahwa 

praktik pembiayaan cicil emas 

pada BSI cabang Balung sudah 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

No. 77/DSN-MUI/V/2010, tetapi 

masih kurang sosialisasi dengan 

produk pembiayaan cicil emas 

 

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa persamaan dan perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Uraian berikut menjelaskan 

perbedaan tersebut secara lebih rinci. 

1. Perbedaan dengan Penelitian Santoso & Sopingi (2025) 

Penelitian Santoso & Sopingi (2025) berfokus pada 

implementasi akad murabahah serta dampaknya terhadap loyalitas 

nasabah dan citra bank. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada 

bagaimana produk cicil emas memengaruhi persepsi nasabah terhadap 

kualitas layanan dan reputasi lembaga, sehingga orientasinya 

cenderung pada aspek relasional dan persepsional. Analisis yang 

dilakukan lebih diarahkan pada implikasi keberadaan produk terhadap 

hubungan jangka panjang antara nasabah dan bank. 



36 
 

 

Sementara itu, penelitian ini tidak berorientasi pada dampak 

loyalitas atau citra lembaga, melainkan pada bagaimana implementasi 

akad murabahah dijalankan secara teknis dan operasional di tingkat 

cabang. Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam tahapan 

pelaksanaan akad, mekanisme transaksi, proses kepemilikan emas, 

hingga kendala yang muncul dalam praktik. Dengan demikian, 

perbedaan utama terletak pada fokus analisis, di mana penelitian ini 

lebih menitikberatkan pada proses implementatif dan evaluasi praktik 

dibandingkan dampak persepsional terhadap nasabah. 

2. Perbedaan dengan Penelitian Ningsih & Rahman (2023) 

Penelitian Ningsih & Rahman (2023) mengkaji prosedur 

pembiayaan produk cicil emas serta kontribusinya terhadap 

peningkatan jumlah nasabah. Penelitian tersebut berorientasi pada 

aspek administratif dan perkembangan kuantitatif, dengan melihat 

sejauh mana prosedur yang diterapkan mampu mendorong 

pertumbuhan nasabah pembiayaan.  

Adapun penelitian ini tidak memfokuskan analisis pada 

pertumbuhan jumlah nasabah atau keberhasilan peningkatan 

pembiayaan secara kuantitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada 

bagaimana akad murabahah diimplementasikan dalam praktik, 

termasuk kesesuaian mekanisme dengan prinsip syariah, transparansi 

margin, serta realitas operasional di lapangan. Dengan demikian, 

penelitian ini memiliki sudut pandang yang lebih mendalam dan 

evaluatif terhadap pelaksanaan akad, bukan pada aspek pertumbuhan 

nasabah. 

3. Perbedaan dengan Penelitian Sari & Ahmadan (2024) 

Penelitian Sari & Ahmadan (2024) berfokus pada peningkatan 

minat dan kepuasan nasabah terhadap produk cicil emas. Penekanan 

utama penelitian tersebut adalah pada respons dan persepsi nasabah 

setelah memahami mekanisme pembiayaan yang ditawarkan. Dengan 

demikian, orientasi penelitian tersebut berada pada aspek psikologis 

dan tingkat penerimaan nasabah terhadap produk. 
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Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis 

proses pelaksanaan akad murabahah itu sendiri, termasuk struktur 

akad, mekanisme pembayaran, sistem pengikatan jaminan, serta 

hambatan yang muncul dalam praktik operasional. Fokus penelitian ini 

bukan pada tingkat kepuasan nasabah, melainkan pada bagaimana 

prinsip syariah diterapkan secara nyata dalam transaksi. Oleh karena 

itu, penelitian ini lebih bersifat implementatif dan struktural 

dibandingkan persepsional. 

4. Perbedaan dengan Penelitian Mia (2024) 

Penelitian Mia et al. (2024) menganalisis implementasi akad 

murabahah dan rahn dalam produk cicil emas, dengan fokus pada 

penggunaan dua akad dalam satu rangkaian pembiayaan serta 

kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian tersebut menyoroti 

integrasi akad murabahah sebagai akad jual beli dan rahn sebagai 

jaminan dalam satu mekanisme produk. 

Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada 

implementasi akad murabahah secara spesifik dalam praktik 

operasional, termasuk tahapan transaksi, proses kepemilikan barang 

sebelum akad, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. 

Meskipun aspek jaminan juga diperhatikan, penelitian ini tidak 

berfokus pada kombinasi akad secara normatif, melainkan pada 

evaluasi praktik aktual di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini 

memberikan analisis yang lebih mendalam pada aspek teknis 

implementasi dibandingkan struktur kombinasi akad. 

5. Perbedaan dengan Penelitian Shodiqin & Syafi’i (2024) 

Penelitian Shodiqin & Syafi’i (2024) berfokus pada analisis 

kesesuaian praktik cicil emas dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010, sehingga pendekatannya bersifat normatif-komparatif 

antara regulasi dan praktik. Penelitian tersebut menilai apakah 

implementasi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang 

berlaku. 
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Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya 

menilai kesesuaian normatif terhadap fatwa, tetapi juga mengkaji 

secara lebih luas bagaimana implementasi akad murabahah 

berlangsung dalam praktik operasional sehari-hari, termasuk hambatan 

teknis, kendala pemahaman nasabah, serta implikasinya terhadap 

pelaksanaan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki 

pendekatan yang lebih aplikatif, kontekstual, dan berbasis temuan 

empiris. 

F. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka 

kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan 

hubungan antara objek penelitian dan aspek-aspek yang dianalisis dalam 

mengkaji implementasi produk Cicil Emas dengan akad murabahah di BSI 

KCP Lipat Kajang. Kerangka ini disusun untuk memberikan arah yang jelas 

dalam proses analisis serta membatasi fokus penelitian agar tetap sistematis 

dan terstruktur. 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran 
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1. BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil 

Bagian ini menunjukkan lokasi atau objek penelitian. Penelitian 

difokuskan pada praktik operasional produk cicil emas yang 

dilaksanakan pada tingkat kantor cabang pembantu. Pemilihan lokasi ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan 

akad murabahah dalam konteks operasional sehari-hari. 

2. Produk Cicil Emas Akad Murabahah 

Bagian ini merupakan fokus utama kajian penelitian. Produk cicil emas 

dengan akad murabahah merupakan bentuk pembiayaan jual beli di 

mana bank membeli emas terlebih dahulu, kemudian menjualnya 

kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin 

keuntungan dan dibayarkan secara angsuran. Penelitian ini mengkaji 

bagaimana akad tersebut diimplementasikan dalam praktik. Selanjutnya, 

implementasi produk tersebut dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu: 

3. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 

Aspek ini menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi syariah 

yang mengatur jual beli emas secara tidak tunai. Analisis dilakukan 

untuk menilai apakah praktik yang diterapkan telah sesuai dengan 

ketentuan fatwa, baik dari segi mekanisme akad, kepemilikan barang, 

maupun ketentuan pembayaran. 

4. Praktik dan Mekanisme Akad Murabahah 

Bagian ini mengkaji pelaksanaan akad berdasarkan rukun dan syarat sah 

murabahah. Penelitian menelaah tahapan transaksi, proses kesepakatan 

harga, mekanisme pembayaran angsuran, serta prosedur administratif 

yang diterapkan dalam praktik operasional di lapangan. 

5. Transparansi Harga Perolehan dan Margin Keuntungan 

Aspek ini menganalisis keterbukaan informasi terkait harga pokok emas 

dan margin keuntungan yang ditetapkan bank. Transparansi menjadi 

unsur penting dalam akad murabahah karena harga perolehan dan 

margin harus diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak guna 

menghindari unsur ketidakjelasan (gharar). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memahami dan 

mendeskripsikan secara mendalam penerapan akad murabahah pada produk 

pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil. 

Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini 

berfokus pada pengungkapan proses, mekanisme, serta pemaknaan 

pelaksanaan akad murabahah dalam praktik bank syariah yang tidak dapat 

diukur secara kuantitatif, melainkan dipahami secara kontekstual dari sudut 

pandang pelaku di lapangan. 

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara 

sistematis tahapan pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan cicil 

emas dengan mengacu pada konsep murabahah. Menurut Antonio (2017) 

yang menjelaskan bahwa murabahah merupakan akad jual beli dengan 

penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati secara 

transparan antara penjual dan pembeli. Penelitian kualitatif deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek penelitian 

secara apa adanya serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan 

normative fikih dan ekonomi syariah (Nawawi, 2019). Selain itu, Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 

77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai tanggal 3 

Juni 2010 dijadikan sebagai landasan normatif untuk menilai kesesuaian 

praktik pembiayaan cicil emas dengan prinsip syariah Islam. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lipat Kajang yang beralamat di JL. 

Hamzah Fansuri, Kel. Lipat Kajang, Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh 

Singkil, Provinsi Aceh (23784). Pemilihan lokasi penelitian ini 
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didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI KCP Lipat Kajang 

merupakan salah satu unit kerja BSI yang secara aktif menyalurkan 

produk pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad murabahah 

serta beroperasi di wilayah yang menerapkan syariat Islam dengan 

karakteristik masyarakat non-perkotaan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 

hingga April 2026 dan bertempat di BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten 

Aceh Singkil, Provinsi Aceh. 

 

 
Sumber: Peneliti (2026) 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Pembagian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam terkait penerapan akad 

murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia 

(BSI) KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil. 

 

 

N

o 

Jenis 

Kegiatan 

Nov 

2025 
Des 2025 Jan 2026 Feb 2026 Mar 2026 Apr 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pengajuan 

Judul                         

2 

Penyusun

an 

Proposal                         

3 

Bimbinga

n 

Proposal                         

4 
Seminar 

Proposal                         

5 
Pengump

ulan Data                         

6 
Bimbinga

n Skripsi                         

7 
Sidang 

Skripsi                         

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber utama penelitian melalui proses pengumpulan data di lapangan. 

Data ini dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian 

sehingga mencerminkan kondisi actual dan faktual sesuai dengan situasi 

yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan melalui interaksi 

langsung antara peneliti dan informan, seperti wawancara, observasi, 

maupun dokumentasi lapangan sehingga data yang dihasilkan bersifat 

orisinil dan relevan dengan tujuan penelitian (Ghazali, 2016). 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian melalui proses pengumpulan data lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak BSI KCP 

Lipat Kajang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan 

produk pembiayaan cicil emas, serta melalui observasi terhadap proses 

penerapan akad murabahah.  

Data primer ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual 

mengenai praktik akad murabahah, mekanisme pembiayaan cicil emas, 

serta tingkat transparansi penetapan harga perolehan dan margin 

keuntungan yang diterapkan oleh pihak bank (Nazir, 2014).  

Dalam penelitian ini data primer penelitian adalah 11 orang 

informan dan juga sebagai responden penelitian dengan rincian 10 orang 

karyawan BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil dan 1 orang 

nasabah BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak 

langsung dan digunakan sebagai data pendukung terhadap data primer. 

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, dokumen 

resmi, arsip, serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan 

yang diteliti (Arikunto, 2010). 

Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari buku-buku 

fikih muamalah dan perbankan syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu, serta peraturan perundang-undangan dan fatwa yang relevan. 



43 
 

 

Rujukan utama yang digunakan antara lain karya Antonio (2017), 

Ascarya (2018), Wiroso (2011), dan Zuhaili (2020), serta Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 

77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 

tanggal 3 Juni 2010 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang digunakan sebagai landasan teoritis dan 

normatif dalam penelitian ini. 

Data sekunder tersebut digunakan sebagai dasar teoritis dan 

normatif dalam menganalisis serta menilai kesesuaian antara konsep 

akad murabahah menurut ketentuan syariah dengan praktik pembiayaan 

cicil emas yang diterapkan di BSI KCP Lipat Kajang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti 

untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian. Dalam proses ini, 

peneliti berupaya memahami kondisi dan realitas sosial berdasarkan sudut 

pandang subjek yang diteliti. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data 

harus dipilih secara tepat agar mampu menghasilkan data yang memadai dan 

relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian dalam pelaksanaannya juga 

perlu memperhatikan aspek etika, yaitu tidak mengganggu kenyamanan 

subjek penelitian, tidak menimbulkan risiko, serta tidak melanggar hak-hak 

subjek penelitian. Di samping itu, teknik pengumpulan data yang digunakan 

juga harus mempertimbangkan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan tenaga 

(Sani, 2022). Adapun pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan ada tiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala, peristiwa, serta perilaku subjek penelitian yang tampak di 

lapangan. Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami situasi 

sosial secara utuh karena peneliti terlibat langsung dalam konteks yang 

diteliti. Melalui teknik observasi, peneliti dapat menangkap makna di 

balik tindakan, interaksi, dan proses yang terjadi secara alami, sehingga 

data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga 
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kontekstual dan mendalam. Oleh karena itu, observasi dalam penelitian 

kualitatif berperan penting dalam menggambarkan realitas sosial 

sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Moleong, 

2017). 

2. Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang akan diteliti, serta untuk memperoleh informasi yang 

lebih mendalam dari responden. Teknik ini didasarkan pada laporan diri 

responden atau pada pengetahuan yang mereka miliki. Melalui 

wawancara, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana 

partisipan menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi. Jenis 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semiterstruktur, yang termasuk dalam kategori in depth interview. 

Wawancara jenis ini bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur karena memungkinkan peneliti mengembangkan 

pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuannya adalah untuk 

menggali permasalahan secara lebih terbuka sehingga informan dapat 

menyampaikan pendapat dan penjelasan secara lebih luas. Dalam 

pelaksanaannya, peneliti dituntut untuk mendengarkan dengan cermat 

serta mencatat setiap informasi yang disampaikan oleh informan 

(Sugiyono, 2017). 

3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumentak dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, seperti 

buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan, dan bisa juga dalam bentuk 

gambar. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode wawancara dalam penelitian kualitatif (Elfrianto & Lesmana, 

2022). 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif merupakan proses pengujian secara 

sistematis terhadap data penelitian untuk menetapkan bagian-bagiannya, 

hubungan antarkompenan, serta keterkaitannya dengan keseluruhan objek 
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yang diteliti. Analisis data bertujuan untuk memahami makna data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan berbagai dokumen 

pendukung sehingga temuan penelitian dapat disajikan secara komprehensif 

dan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data 

dan analisis data merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 

karena keduanya berlangsung secara simultan juga saling berkaitan sejak 

awal hingga akhir penelitian. Analisis data meliputi kegiatan 

mengorganisasikan data, memilih, dan mengelompokkan data ke dalam 

unit-unit tertentu, menyintesis data, mencari pola-pola, menemukan hal-hal 

yang penting untuk dipelajari, serta menentukan data yang relevan untuk 

disajikan kepada pembaca laporan penelitian. Dalam analisis kualitatif, 

terdapat tiga tahapan utama yang dilakukan secara berurutan dan saling 

berkaitan. Tahapan analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan (Gunawan, 2017).  

Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan perhatian pada data yang penting, serta mencari 

tema dan pola yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan ini 

bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis 

lanjutan. Temuan yang dianggap unik, belum memiliki pola, atau 

berbeda dari temuan sebelumnya menjadi perhatian khusus dalam 

penelitian kualitatif karena berpotensi mengungkap makna yang 

tersembunyi di balik data yang tampak. 

2. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, serta pengambilan 

tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan 

pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman dan analisis sajian data.  

3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam 



46 
 

 

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian.  

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat, dapat dipercaya, 

dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pengujian keabsahan data 

meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan 

konfirmabilitas. Dalam penelitian ini, penekanan utama diberikan pada uji 

kredibilitas, karena aspek ini berkaitan langsung dengan kebenaran data 

yang digunakan dalam analisis. Uji kredibilitas dilakukan melalui: 

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Membandingkan data hasil wawancara antara pihak bank dan 

nasabah terkait pelaksanaan produk cicil emas. 

b. Mencocokkan informasi hasil wawancara dengan dokumen resmi 

atau data tertulis yang tersedia. 

c. Menelaah konsistensi informasi yang diberikan oleh masing-masing 

informan. 

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai bank 

dibandingkan dengan data dari nasabah untuk melihat tingkat 

konsistensi informasi. Apabila terdapat kesesuaian informasi, maka data 

dinyatakan kredibel, sedangkan apabila terdapat perbedaan, maka 

dilakukan analisis lebih lanjut (Sugiyono, 2012).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Perusahaan 

Perkembangan sistem perbankan Indonesia menunjukkan 

adanya perubahan yang cukup signifikan, khususnya dengan hadirnya 

konsep perbankan berbasis syariah. Kehadiran sistem ini 

dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan 

yang tidak menggunakan bunga, melainkan menerapkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mengakomodasi hal tersebut, 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank yang menjalankan prinsip bagi 

hasil. Selanjutnya, melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, 

eksistensi perbankan syariah semakin dipertegas dalam sistem 

perbankan nasional. 

Pada dasarnya bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank 

Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991, kemudian diikuti 

oleh perkembangan bank syariah lainnya, seperti Bank Syariah Mandiri. 

Sejak saat itu, perbankan di Indonesia mengenal dua sistem operasional, 

yaitu konvensional dan syariah serta berjalan berdampingan dalam 

melayani kebutuhan masyarakat. Transformasi besar dalam industri ini 

terjadi pada 1 Februari 2021, ketika pemerintah melalui Otoritas Jasa 

Keuangan meresmikan penggabungan tiga bank syariah milik negara, 

yakni Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah 

menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini 

dilakukan untuk memperkuat struktur perbankan syariah agar lebih 

solid, efisien, serta mamu menjangkau pasar yang lebih luas. 

Sebagai bagian dari ekspansi layanan, BSI terus memperluas 

jaringan operasionalnya hingga ke berbagai daerah, termasuk di 

Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu unit layanan yang hadir di wilayah 
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tersebut adalah BSI KCP Lipat Kajang. Kantor cabang pembantu ini 

beralamat di Jl. Hamzah Fansuri, Kelurahan Lipat Kajang, Kecamatan 

Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Lokasi kantor 

yang berada di area yang cukup strategis memudahkan masyarakat 

dalam mengakses layanan bank syariah. Sebelum menjadi bagian dari 

BSI, kantor ini merupakan unit dari Bank Rakyat Indonesia Syariah 

(BRIS) yang mulai beroperasi sekitar tahun 2011, sejalan dengan strategi 

BRI syariah untuk mengefektifkan layanan di jaringan kantor PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Dalam aktivitasnya, BSI KCP Lipat Kajang menjalankan 

fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dana 

yang dihimpun melalui produk Tabungan dan simpanan lainnya dikelola 

menggunakan prinsip bagi hasil, kemudian disalurkan Kembali dalam 

bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Kehadiran kantor ini diharapkan 

mampu meningkatkan akses layanan bank syariah sekaligus mendukung 

pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. PT Bank Syariah 

Indonesia Tbk KCP Lipat Kajang memiliki visi dan misi yang sama 

dengan seluruh jaringan BSI di Indonesia. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a. Visi: 

Top 10 Global Islamic Bank 

Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar 

menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun 

kedepan. 

b. Misi: 

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. 

2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham. 

3) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan 

mengakomodasi beragam kebutuhan finansial masyarakat. 
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2. Struktur Perusahaan 

BSI KCP Lipat Kajang memiliki jumlah karyawan sebanyak , 

yang kemudian disajikan oleh penulis dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 4. 1 Jumlah dan Jabatan Karyawan 

Sumber: Diolah Peneliti (2026) 

Berdasarkan tabel data karyawan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa jumlah karyawan pada BSI KCP Lipat Kajang sebanyak 13 

orang. Komposisi jabatan terdiri dari Branch Manager 1 orang, Branch 

Operation & Service Manager 1 orang, Customer Service 1 orang, Teller 

1 orang, Micro Relationship Manager Team Leader (MRMTL) 1 orang, 

Micro Bisnis Representatif sebanyak 2 orang, Consumer Sales Executive 

1 orang,  Retail Sales Executive (RSE) sebanyak 2 orang, Security 

No Jabatan Unit Kerja Area Jumlah 

1 Branch Manager KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 1 

2 Branch Operation & 

Service Manager 

KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 1 

3 Customer Service KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 1 

4 Teller KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 1 

5 MRMTL (Micro 

Relationship 

Manager Team 

Leader) 

KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 1 

6 Micro Bisnis 

Representatif 

KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 2 

7 Consumer Sales 

Executive 

KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 1 

8 RSE (Retail Sales 

Executive) 

KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 2 

9 Security KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 2 

10 Office Boy KCP Lipat Kajang Lipat Kajang 1 

Total 13 
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sebanyak 2 orang, Office Boy 1 orang. Berikut penulis menampilkan 

struktur jabatan karyawan pada BSI KCP Lipat Kajang: 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BSI KCP Lipat Kajang 

Sumber: Diolah Peneliti (2026) 

BSI KCP Lipat Kajang memiliki jumlah nasabah pembiayaan 

cicil emas yang relatif tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Intan 

(2026) salah satu pegawai BSI KCP Lipat Kajang, jumlah nasabah yang 

menggunakan produk pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah 

diperkirakan telah mencapai lebih dari seribu nasabah. 

B. Hasil Penelitian 

Teknik yang digunakan penulis dalam penyajian data pada 

penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti 

telah melaksanakan wawancara dengan 3 informan yang berkaitan dengan 

fokus permasalahan penelitian sehingga diperoleh sejumlah data dan temuan 

yang selanjutnya akan disajikan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pelaksanaan akad murabahah pada produk cicil emas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa 

mekanisme akad murabahah pada produk cicil emas diawali dengan 

penjelasan terkait harga pokok emas, margin keuntungan, serta jangka 

waktu cicilan kepada nasabah. 
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Ibu Intan selaku pegawai bank menyatakan: 

“Sebelum akad dilakukan, kami menjelaskan terlebih dahulu 

harga emas, margin, dan tenor cicilan kepada nasabah agar semuanya 

jelas di awal.” 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Dayat selaku pegawai bank: 

“Prosesnya dimulai dari pengajuan nasabah, lalu kami jelaskan 

rincian harga dan margin, setelah itu baru dilakukan akad.” 

Sementara itu, nasabah yaitu Ibu Yuli mengungkapkan: 

“Saya dijelaskan dulu total harga emas dan cicilan per bulan 

sebelum tanda tangan akad.” 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme akad murabahah telah dilaksanakan secara sistematis dan 

diawali dengan penyampaian informasi yang jelas kepada nasabah. Hasil 

ini juga menunjukkan adanya kesesuaian informasi antara pegawai dan 

nasabah, sehingga data dinyatakan valid melalui teknik triangulasi 

sumber. 

2. Transparansi Informasi dalam Pembiayaan Cicil Emas 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi menjadi 

bagian penting dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas. 

Ibu Intan menyampaikan: 

“Kami selalu berusaha transparan, mulai dari harga beli emas, 

margin, hingga total pembayaran yang harus dilakukan nasabah.” 

Bapak Dayat juga menambahkan: 

“Semua informasi kami sampaikan di awal, termasuk jika ada 

biaya tambahan, supaya nasabah tidak merasa dirugikan.” 

Nasabah mengungkapkan: 

“Menurut saya cukup jelas, karena dari awal sudah dijelaskan 

berapa total yang harus saya bayar sampai selesai.” 

Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa pihak bank telah 

menerapkan prinsip transparansi dalam pembiayaan cicil emas. Hal ini 

terlihat dari kesesuaian pernyataan antara pegawai dan nasabah yang 

sama-sama menyatakan adanya keterbukaan informasi. Dengan 
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demikian, hasil wawancara ini memenuhi keabsahan data melalui 

triangulasi sumber. 

3. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah 

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan akad 

murabahah telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah. 

Ibu Intan menyatakan: 

“Akad yang digunakan adalah murabahah, jadi harga dan margin 

harus disepakati di awal sesuai prinsip syariah.” 

Bapak Dayat menjelaskan: 

“Kami mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk fatwa terkait 

jual beli emas secara tidak tunai.” 

Nasabah juga menyampaikan: 

“Saya memilih produk ini karena berbasis syariah dan tidak 

menggunakan bunga.” 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

praktik pembiayaan cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah, 

khususnya dalam hal kejelasan harga dan kesepakatan di awal akad. 

Kesamaan persepsi antara pegawai dan nasabah menunjukkan bahwa 

implementasi akad murabahah telah dipahami dan diterapkan dengan 

baik. 

4. Kendala dalam Pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas 

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

oleh pihak bank maupun nasabah. 

Ibu Intan menyampaikan: 

“Kadang kendala ada pada pemahaman nasabah yang masih 

kurang terkait akad murabahah.” 

Bapak Dayat menambahkan: 

“Beberapa nasabah masih menyamakan dengan sistem 

konvensional, jadi perlu penjelasan lebih detail.” 

Sementara nasabah mengatakan: 

“Awalnya saya kurang paham, tapi setelah dijelaskan baru 

mengerti perbedaannya.” 
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Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa kendala 

utama terletak pada tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep akad 

murabahah. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui penjelasan 

yang diberikan oleh pihak bank. Kesamaan pernyataan antar informan 

menunjukkan konsistensi data yang diperoleh. 

5. Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Produk Cicil Emas 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah merasa cukup 

puas terhadap produk cicil emas yang ditawarkan. 

Ibu Intan menyatakan: 

“Sejauh ini nasabah cukup puas karena prosesnya jelas dan sesuai 

prinsip syariah.” 

Bapak Dayat juga mengatakan: 

“Banyak nasabah yang merasa terbantu dengan adanya produk 

cicil emas ini.” 

Nasabah mengungkapkan: 

“Saya merasa puas karena prosesnya tidak rumit dan sesuai 

dengan yang dijelaskan di awal.”  

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kepuasan nasabah terhadap produk cicil emas tergolong baik. Hal ini 

didukung oleh kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan 

realisasi yang diterima nasabah. Dengan demikian, data yang diperoleh 

dinilai valid melalui triangulasi sumber. 

C. Pembahasan 

1. Analisis Mekanisme Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas 

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan akad 

murabahah pada produk cicil emas diawali dengan penjelasan terkait 

harga pokok, margin keuntungan, serta jangka waktu pembayaran 

kepada nasabah. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan 

antara kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. Secara teori, akad 

murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan 

harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang 

disepakati bersama pembeli. Salah satu prinsip utama dalam akad ini 
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adalah adanya keterbukaan harga (tsaman) serta kesepakatan di awal 

akad. Jika dikaitkan dengan hasil wawancara, praktik yang dilakukan 

oleh pihak bank telah sesuai dengan teori tersebut. Hal ini terlihat dari 

adanya penjelasan rinci mengenai harga dan margin sebelum akad 

dilakukan, sehingga tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). 

Selain itu, jika ditinjau berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, 

disebutkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan 

dengan syarat harga jual harus jelas dan disepakati di awal. Dengan 

demikian, mekanisme yang diterapkan oleh bank telah memenuhi 

ketentuan syariah yang berlaku. 

2. Analisis Transparansi dalam Pembiayaan Cicil Emas 

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam 

kegiatan perbankan syariah. Dalam teori perbankan syariah, transparansi 

mencerminkan adanya keterbukaan informasi antara pihak bank dan 

nasabah, sehingga dapat membangun kepercayaan dan menghindari 

praktik yang merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian, 

pihak bank telah menyampaikan informasi secara terbuka terkait harga 

emas, margin, serta total kewajiban pembayaran nasabah. Hal ini 

menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dengan baik. 

Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-

MUI/V/2010, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga 

keabsahan akad. Fatwa tersebut menegaskan bahwa seluruh informasi 

terkait harga dan mekanisme pembayaran harus disampaikan secara jelas 

agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, transparansi 

yang diterapkan oleh bank tidak hanya sesuai dengan teori, tetapi juga 

telah memenuhi ketentuan syariah. 

3. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Syariah 

Dalam teori fiqh muamalah, suatu akad dinyatakan sah apabila 

memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad, objek 

akad, harga (tsaman), serta ijab dan qabul. Selain itu, akad juga harus 

terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa akad murabahah pada produk cicil emas telah 

memenuhi rukun dan syarat tersebut. Harga dan margin telah disepakati 

di awal, serta tidak terdapat unsur bunga dalam transaksi. Jika dikaitkan 

dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui 

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, disebutkan bahwa 

transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama tidak 

mengandung riba dan dilakukan dengan akad yang jelas. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada 

produk cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan 

fatwa yang berlaku. 

4. Analisis Kendala dalam Pelaksanaan Akad Murabahah 

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama dalam pelaksanaan 

pembiayaan cicil emas terletak pada kurangnya pemahaman sebagian 

nasabah terhadap konsep akad murabahah. Hal ini menyebabkan adanya 

persepsi yang masih menyamakan sistem syariah dengan sistem 

konvensional. Dalam teori perilaku konsumen, tingkat pemahaman 

sangat memengaruhi keputusan dan persepsi seseorang terhadap suatu 

produk. Kurangnya literasi keuangan syariah dapat menjadi hambatan 

dalam implementasi produk berbasis syariah. Jika dikaitkan dengan 

prinsip yang ditekankan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan 

edukasi yang memadai kepada masyarakat agar akad yang dilakukan 

benar-benar dipahami oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, 

kendala yang terjadi bukan berasal dari mekanisme akad, melainkan dari 

aspek pemahaman nasabah yang masih perlu ditingkatkan. 

5. Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah dalam teori pemasaran jasa dipengaruhi oleh 

kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima. Jika layanan 

yang diberikan sesuai atau melebihi harapan, maka nasabah akan merasa 

puas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah merasa puas 

terhadap produk cicil emas karena prosesnya jelas, transparan, dan 

sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank 
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telah mampu memenuhi ekspektasi nasabah. Jika dikaitkan dengan 

prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, kepuasan 

nasabah juga berkaitan dengan terpenuhinya aspek kejelasan akad dan 

keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, tingkat kepuasan nasabah 

yang tinggi menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada 

produk cicil emas telah berjalan dengan baik, baik dari sisi teori maupun 

praktik syariah. 

D. Uji Keabsahan Data (Tringulasi Sumber) 

Sebagai bagian dari proses analisis data, peneliti melakukan uji 

keabsahan data untuk memastikan tingkat kredibilitas informasi yang 

diperoleh. Uji keabsahan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik 

triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari 

Intan dan Dayat selaku pegawai bank serta nasabah sebagai pengguna 

produk cicil emas. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa sebagian besar data 

memiliki tingkat konsistensi yang tinggi antar informan. 

1. Data yang Dinyatakan Valid 

Data yang dinyatakan valid meliputi: mekanisme akad 

murabahah, transparansi informasi, kesesuaian dengan prinsip syariah, 

ingkat kepuasan nasabah. 

Pada aspek mekanisme, seluruh informan menyatakan bahwa 

sebelum akad dilakukan, pihak bank memberikan penjelasan terkait 

harga dan margin. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian informasi 

yang menguatkan validitas data.  

Pada aspek transparansi, baik pegawai maupun nasabah 

menyatakan bahwa informasi disampaikan secara terbuka di awal. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara 

informan. 

Pada aspek kesesuaian syariah, informan sepakat bahwa akad 

yang digunakan adalah murabahah dan tidak mengandung unsur bunga. 

Hal ini memperkuat kredibilitas data. 
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Pada aspek kepuasan, terdapat kesesuaian antara pernyataan 

pegawai dan nasabah yang menunjukkan bahwa nasabah merasa puas 

terhadap produk cicil emas. 

2. Data yang Kurang Konsisten  

Meskipun sebagian besar data menunjukkan konsistensi, terdapat 

beberapa data yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, yaitu: 

pemahaman nasabah terhadap akad murabahah, kendala dalam 

pelaksanaan. 

Pada aspek pemahaman, pihak bank menyatakan bahwa 

penjelasan telah diberikan secara rinci, namun nasabah mengaku belum 

langsung memahami pada awalnya. 

Pada aspek kendala, pegawai menilai kendala terletak pada 

pemahaman nasabah, sedangkan nasabah tidak menganggapnya sebagai 

kendala yang signifikan.  Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi 

persepsi antar informan. 

3. Kesimpulan Keabsahan Data 

Berdasarkan hasil triangulasi sumber, sebagian besar data dalam 

penelitian ini dinyatakan kredibel karena adanya kesesuaian informasi 

antar informan. Adapun perbedaan yang ditemukan tidak menunjukkan 

kesalahan data, melainkan memberikan gambaran yang lebih mendalam 

mengenai kondisi di lapangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di BSI 

KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil, yang dianalisis melalui tahapan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Praktik dan mekanisme pelaksanaan akad murabahah pada produk cicil 

emas di BSI KCP Lipat Kajang telah berjalan sesuai dengan rukun dan 

syarat akad murabahah. Hal ini ditunjukkan melalui mekanisme di mana 

bank terlebih dahulu membeli emas sesuai permintaan nasabah, 

kemudian menjualnya Kembali dengan margin keuntungan yang 

disepakati di awal akad, disertai adanya ijab qabul, kejelasan objek, serta 

kesepakatan harga antara kedua belah pihak. 

2. Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas telah 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual 

beli emas secara tidak tunai. Hal ini terlihat dari terpenuhinya ketentuan 

bahwa emas diposisikan sebagai komoditas, adanya kepemilikan barang 

oleh BSI sebelum transaksi, serta penetapan harga jual yang bersifat 

tetap sejak awal akad hingga akhir masa angsuran. 

3. Tingkat transparansi penetapan harga dan margin keuntungan dalam 

akad murabahah telah dilaksanakan secara baik oleh pihak bank, 

ditunjukkan dengan penyampaian informasi secara jelas dan tertulis 

kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Namun demikian, masih 

terdapat sebagian nasabah yang belum sepenuhnya memahami secara 

rinci komponen harga dan mekanisme akad karena lebih berfokus pada 

besaran angsuran bulanan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lipat Kajang 

Disarankan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah 

terkait mekanisme akad murabahah, khususnya mengenai harga pokok, 

margin keuntungan, dan prinsip syariah, agar nasabah tidak hanya 

memahami secara umum tetapi juga secara mendalam. 

2. Bagi nasabah 

Diharapkan agar lebih aktif dalam memahami isi akad dan informasi 

yang diberikan oleh pihak BSI KCP Lipat Kajang sebelum melakukan 

transaksi sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam 

pelaksanaan pembiayaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang 

lebih luas, seperti membandingkan antar cabang BSI atau mengkaji 

aspek lain, seperti tingkat kepuasan nasabah, risiko pembiayaan, dan 

efektivitas produk cicil emas dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Bagi akademisi dan praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan ilmu perbankan syariah, khususnya terkait implementasi 

akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas serta menjadi 

bahan evaluasi dalam penyempurnaan praktik di lapangan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad murabahah pada produk 

pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia? 

2. Bagaimana bentuk transparansi informasi yang diberikan oleh pihak bank 

kepada nasabah terkait harga, margin, dan total pembayaran dalam 

pembiayaan cicil emas? 

3. Apakah pelaksanaan akad murabahah pada produk cicil emas sudah sesuai 

dengan prinsip syariah?  

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas, 

baik dari pihak bank maupun nasabah? 

5. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap produk pembiayaan cicil 

emas yang ditawarkan? 
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